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SOP PENYUSUNAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 
Dasar Hukum :   Cara Mengatasi : 

Keputusan Menteri 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating 
Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan 

  
Memahami mekanisme penyusunan Klasifikasi Informasi yang 
Dikecualikan 

   
Keterkaitan :  Peralatan / Perlengkapan : 
   

ATK dan Komputer  SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi   
   
Peringatan :   
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, menghambat proses permintaan 
Informasi Publik 

 
 

   
 

No Uraian Jenis Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan PPID 
UPT 

PPID 
Pelaksana 

PPID 
Utama 

Atasan 
PPID 

Kelengkapan Waktu Output 

1 

PPID UPT membuat usulan Daftar 
Informasi Dikecualikan (DIK) lalu 
menyerahkannya pada PPID 
Pelaksana 

    

Data dan 
Informasi 

5 Hari 
Kerja 

Usulan DIP 

 

2 

PPID Pelaksana juga membuat 
Daftar Informasi Dikecualikan 
(DIK), serta menerima Daftar 
Informasi Dikecualikan (DIK) dari 
PPID UPT 

- Jika sudah pernah dilakukan 
uji konsekuensi sebelumnya 
maka PPID Pelaksana 
menyampaikan 
pemberitahuan bahwa sudah 
pernah dilakukan uji 
konsekuensi 

- Jika belum dilakukan uji 
konsekuensi maka PPID 
Pelaksana menyampaikan 
pemberitahuan kepada PPID 
Utama untuk dilakukan uji 
konsekuensi 

    

Surat usulan 
Daftar 

Informasi 
Dikecualikan 

(DIK) 

5 Hari 
Kerja 

Surat 
pemberitahuan 
sudah pernah 
dilakukan uji 
konsekuensi atau 
surat pengantar uji 
konsekuensi atau 
usulan Daftar 
Informasi 
Dikecualikan (DIK) 

 

3 
PPID Utama memerintahkan PPID 
Pelaksana untuk rapat uji 
konsekuensi 

    
Surat 

pengantar 
uji 

konsekuensi 
dan usulan 

DIK 

1 Hari 
Kerja 

- Undangan uji 
konsekuensi 

- Usulan DIK 
- Disposisi 
- Draf awal DIK 

Kementerian 
- Berita acara uji 

konsekuensi 

 

4 
PPID UPT dibantu PPID Pelaksana 
menyelenggarakan rapat uji 
konsekuensi dipimpin 

    - Undangan 
uji 

konsekuensi 
- Usulan DIK 

2 Hari 
Kerja 

- Draf revisi DIK 
Kementerian 

- Berita acara uji 
konsekuensi 

 

 



 


